Menimbang :

Menginggat

WALI KOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TUAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Rebublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia
Nomor 4747);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Repulik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 194);

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
DAN
WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Tual.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Tual.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Tual.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik.



Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Wali Kota dalam
melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila
dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra
suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota;

pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan.



Pasal 6

(1) Susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik terdiri atas
sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Jabatan
Fungsional.

Pasal 7

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik dan unit kerja
dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.

(2) Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan
Administrator atau jabatan struktural eselon IIl.a.

(3) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan
jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon IIl.b.

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan
fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melakukan
sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(3) Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.

(4) Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan
masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.



(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga disampaikan kepada
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian
Dalam Negeri.

Pasal 11

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional dengan Wali Kota
sebagai penanggungjawab urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.

Pasal 12

(1) Wali Kota dapat melakukan evaluasi dalam rangka melakukan penataan
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodai dinamika
perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. besaran organisasi;
b. tugas dan fungsi; dan
c. tata kerja.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Wali Kota dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, berkoordinasi dengan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Nomenklatur jabatan dan Pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah
ini ditetapkan masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya nomenklatur dan Pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus Organisasi Perangkat
Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Peraturan Daerah
Kota Tual Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 15 Mei 2024

PENJABAT WALI KOTA TUAL,

Cap TTD

AKHMAD YANI RENUAT

Diundangkan di Tual
pada tanggal 15 Mei 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

Cap TTD

RINI ATBAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU: (3/17/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

{QETE?OTA TUAL

_/

ABD. KADIR RENIURYAAN, SH
NIP19750623 201001 1 006




II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
UMUM

Bahwa sesuai dengan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh Perangkat
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
Peraturan Perundang-undangan mengenai Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Umum diundangkan.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dimaksud maka telah ditetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan untuk memberikan kepastian
hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang saat ini
melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik perlu menetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan
Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup Jelas.
Pasal 10

Cukup Jelas.



Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR



